BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR/7- TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Bab XIII, perlu disusun Sistem dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan
Peraturan Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



10.
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18.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu
Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor
14);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN
KUBU RAYA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 §
2.
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi
atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,
beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
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atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran
BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang
menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau
bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah,
surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan.

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah dokumen legal penetapan
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan
subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya,



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus
dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
b. prosedur pembayaran BPHTB;
c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);
d. prosedur pelaporan BPHTB;
e. prosedur penagihan; dan
f. prosedur pengurangan.

(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan
hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib
Pajak.

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah

prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
menggunakan SSPD BPHTB.

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas
kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.

(6) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta
pemindahan hak.

(7) Prosedur penetapan surat tagihan BPHTB, SKPDB kurang bayar/SKPDB kurang bayar
tambahan, dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah
prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD kurang bayar
BPHTB/SKPD kurang bayar tambahan BPHTB, dan surat teguran yang dilakukan oleh
SKPKD.

(8) Prosedur penetapan surat keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan
BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) harus mempersiapkan fungsi yang

dibutuhkan, meliputi:
a. fungsi pelayanan;
b. fungsi data dan informasi; dan

c. fungsi pembukuan dan pelaporan.



(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan
interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam
proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk
mengelola database terkait objek pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ bertugas
untuk menyiapkan laporan realisasi penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan
dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

| (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak
yang haknya dialihkan.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang
disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

(2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 6

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui
Bank atau tempat lain yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada SKPKD.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7
(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh fungsi pelayanan.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB, dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
pemeriksaan lapangan.

(4) SKPKD harus menyelesaikan penelitian SSPD BPHTB dalam jangka waktu :

a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal
tidak memerlukan penelitian lapangan SSPD BPHTB;

b. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal
memerlukan penelitian lapangan SSPD BPHTB.

(5) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Fungsi Pelayanan adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IIT yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Keempat

Pelaporan BPHTB

Pasal 8
(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan
BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 9

(1) Fungsi pembukuan dan pelaporan menyiapkan laporan BPHTB berdasarkan dokumen-
dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.

(2) Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang
ditunjuk/bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

(3) Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kelima

Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 10
(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh
Wajib Pajak.

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan surat
teguran dan/atau surat paksa jika diperlukan.

(4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 11

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi
Pelayanan untuk diteliti.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 1V
FASILITASI

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan fasilitasi
pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan,
menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi
untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

BAB YV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.



(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal (- /X- 2011 (/

BUPATI KUBY RAYA,

Diundangkan df Sungai Raya MUDA MAHENDRA W\
‘pada tanggai...... {1/ A0Y

‘SEKRETARIS DAERAH KA

BUPATEN KUBU RAYA \

) HUSEIN BYAUWIK
BERITA DAERAH KALUPATEN KUBU RAYA
TAHUN...2Q4......NONOR... 7.

..........................




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR - 77 TAHUN 2011
TANGGAL TG -/- 0 2011
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA
PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

A.

GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak
atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak
atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang
menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan
kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di
Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

PIHAK TERKAIT

1. Wayjib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah
dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak
menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah,.
Dalam prosedur ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



(DPPKAD) berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran data terkait objek pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan
dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen
pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan
antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli,
surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya
pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat
disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan
pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT
menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai
BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan
seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat
lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian
sebagai berikut:

» Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
» Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
» Lembar 3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
> Lembar 4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.



» Lembar 5:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

> Lembar 6:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada
Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Langkah 3
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib
Pajak.

Langkah 4
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daecrah BPHTB yang telah diisi dari PPAT.



CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 1 I

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 1
( SSPD-BPHTB) P
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
i PAJAK BUM DAN BANGUNAN (SPOP PEB)

CINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:

PERHATIAN: Bacalah petunjuk p engisian pada haiaman belakang lembar ini ferisbih dahul.
-

g-—asnll I N 1 N R N R L

3. Alamat Wajb Pajak:
4. KelrahanDesa: 5. RTRW: 6 Kecam atan:
7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos:

2. Letak tanah dan atau beng unan:

B thmorovkpasorpe: [ | | (| [ HER O

3. Kerahan/Desa: 4. RT/RW:
5. Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota:
Penghtungan NJOP PBB:
Luas NJOP PEB/ m*
Ureian ( mghde sy b (uumﬂf odnye Luas x NJOP PBB/m?
Tanah ( bumi ) 7 mi| 9 Rp "R
&m\l\l‘l .l m2 10 Rp 12 &
NCRPER: BiRg.........

15. Jenis perolehan hak & as tanah dan atau bangunan: D] 14. Harga transaksi / Nilai pasar: IRD
16. Nomor Sertifikat :
C. AKUMULAS! NILA| PERCLEHAN HAK SEBELUMNYA | wo
D. PENGHITUNGAN BPHTB( Hanya diisi berdas arh ghingan Wb Pajek )
1. Nilsi Perolshan Objek Pajak (NFOP ) memperhatikan niai pada B.13., B.14,, dan C 1» Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) memperhatikan niai pada C 2> Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak( NPOPKP ) aglei-aga2|3 » Rp
4. Bea Perolehan Hak atas Tansh dan Bangunan yeng tenutang Pxarga3 |4 B Rp

E. Jumiah Setoran berdasarkan:

|_- a. Penghitungan Wajb Pajak
I b. STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB

KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanggat

E ¢ Pengurangan dihitung sendifi menjadi: I % berdasar Peraturan KDH NO: ..................cooeerees veusesee evsses aseseessnson

I —_—

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan hu wf):

[Fe

(berdasarkan pertitungan D4 dan pifhan di E)
*) Corst yang fdak perks
B MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Teiah Diverffikast

WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT/NOTARS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

Nama lo ngkap den tanda tangen Nama an giep, stempe, dan fn da tan gan ‘Nemalengkep, dempel, dan tanda tangan Nema lengkep, stempel, dan tandatangan
wzssss,  |wmovsmm 1| L] LI |

norpesben: | | ||| || EERERE

r 16 —




CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 2

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2

Untuk PPAT/Notaris
( SSPD-BPHTB ) sebagai arsip
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
Logo h Daerah PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:
PERHATIAN: Bacalah petuniuk pengisian pada halaman belakang lembar inl teriebih dahulu.
A 1.Nama Wajib Pajak: ANERENERN
2 NPWP:
3. Alamat Walib Pajak:
4. Kelurahan/Desa: 5. RTIRW: 6.Kecamatan:
7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos:
B. 1.NomorObekPaakgvomPee [ | | [ 1 ] (L 11 CI 1] 1] CI 1110
2. Letak tanah dan atau bangunan:
3. Kelurahan/Desa: 4. RTRW:
5. Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota:
Penghitungan NJOP PBB:
Uraian (wum'#ifuwm ‘WWMO%B%%., Luas x NJOP PBB/m?
Tanah ( bumi) 7 m | 9|Rp 11 {Rp —
Bangunan 8 m (10| Rp 12|Rp —
NnJopPee:  |13|Rp Teaga iz
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: [ ] 14, Harga transaksi / Nilai pasar. [ Rp 1
16. Nomor Sertifiat :
C. AKUMULAS! NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA [ Ro
D. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya disi berdasarkan penghitungan Wajb Pajak )
1. Niai Perolehan Objek Pajak (NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13, B.14., dan C 1> R
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak  NPOPTKP ) memparhatikan nilsi pada C 2|p R
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) agai-aga2 |3 (B Rp
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sxaga3 (40 R
E. Jumiah Setoran berdasarkan:
[J  a Penghitungan Waiib Pajak
b. STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanggal:
[] c. Pengurangan dinitung sendiri menjad m%mmmﬂm
(i P ————————
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf):
[Re
(berdasarkan peritungan D4 dan piihan di E)
ol MENGETARUL: DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasi:
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT/NOTARS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal: ...... —— KEUANGAN ASET DAERAH
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan
crasse N |vooome [ 1] (1] CLLT] [TTT] (T
woepeeban: | 1] L1 L1 OO CTT) CITT] [




PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB I

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

[ ] Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketiga diterima Kepala
Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten/Kota; Lembar keempat diterims Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP), Lembar kelima diterima Bank Yang Ditunjuk; dan Lembar
k diterima Bendahara Peneri

[ Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.

] mmmnwmmmmmmwmmmmmwmwm
Formulir ini dapat juga digunakan untuk pemt atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

CARAPENGISIAN

HURUF A Diisi dengan data WP

Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

HURUFB  Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPTPBB atas tanah dan atau b yang b &
Angka 2 s.d angka 6  Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
Angka 7 5.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tansh dan/atau b yang haknya diperoleh

Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tabun SPPT PBB saat terjadinya perolehan
Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat
Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB/KPP Pratama yang wilayah
Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.
Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

Jenis Perolehan Kode Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode
Hak

- Pemindahan -Pemnhnddmmlhdlnhhmhmyﬂ 06 -P-uhnnUnh 12
Hak 01 | - Pemi kibatkan peralihan o7 |- 13
- Jual Beli 02 -Pmnphnpembcldnhmldma 08 mmmmwmmswmm 14
- Tukar Menukar 03 - Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan | 09 bersubsidi *) 15
- Hibah 04 hukum tetap 10 - Pemberian hak baru 16
- Hibah Wasiat 05 - Penggabungan usaha 11 - Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak 17
- Waris - Pelebaran usaha - Pemberian hak baru diluar pelepaasn hak

*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sedert Sdn(l;w{)nb@mdmnddnm Menteri Pemukiman dan Pra Wilayah

No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan p han dan pemukii dengan di fasilitas Subudll'aumhnneluwmmlehhdmbnhdzngm

Kep M i Pemuki dan Py W‘ll.ytho 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan

Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pemb gacu pads p M i Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang persyaratan

Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atsu bangunan bersangkutan.
HURUFC  Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang permnah diperoleh sebel Untuk dukung angka ini, dapat digunakan lembar tambahan untuk

detail perhi

HURUFD  Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.
Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB.SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d huruf C tidak perlu diisi
Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana buruf B angka 14. Nanwun, dalam hal
NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13. Dalam hal WP yang
Angka 2 Dlmnenmdmgmbewnylmmif‘ /Kota yang b gh yang ditetapkan Kepala Daerah
@ i mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui DPPKAD setempat)

Angka 3 Cukup Jelas
Angks 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Pasal .... Perda No. ... Tahun ...... )

HURUFE  Diisi dengan memberi tanda “X™ pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak

Huruf a. jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Huruf b. jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
Tambahan (SKBKBT)

Hurufc. jika WP i syarat untuk dapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di huruf C. Diisi dengan prosentase sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Huruf d. jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, dan huruf ¢, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan lain
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D4 dan pilihan pada HURUF E.
. Jika E-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4,
. Jika E-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-b
. Jika E~c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di E<c
. Jika E~d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-d
Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).

Catatan: MMBPmmmMMI(MMWWWWDMWMW“ ” pada bagian JUMLAH]
SETORAN. SSPD BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPAT/Notaris dengan kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank Yang Ditunjuk
Bendahara Penerimaan).




D. BAGAN ALIR

[Prosedur p Akta dahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan - ]
[ T
| Waljib Pajak
| 1 Uraian Satalis Porsriom ok Pejabat Pembuat Akta Tanah
| S T - = I
| 1. Wajib pajak (penerima hak) mengurus perolehan o
‘ hak atas tanah dan atau bangunan ke PPAT dengan e | | | Dokumen terkait
menyerahkan dokumen terkait perolehan hak atas N et | Panoletian Hak Ates
| |tanah dan/atau bangunan. | anahdanatau [ == |
| | bangunan ke PPAT { e |
L —
l 1
|
|
|
|
i
| i
‘* .
’ 2. PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas ‘ M.mmncwmﬁ‘ ‘
Akta Pemindahan
[ Tanah dan/atau Bangunan. | Fosabteearemi® |
| o Bangimen
b |
) ) Eil ot | - g |
3. PPAT kemudian menyimpan Draft Akta | [pommimns ] Lremnearix) |
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. | BPHTB J_J | atas Tanah dan/ I__‘,A"‘"
l—L—-——r-—* atau Bangunan | N o j
— |
4. Berdasarkan prosedur yang berjalan, PPAT = i — ‘ﬂu_‘ﬁﬁ*?w‘rl— f
|menerima formulic  SSPD-BPHTB  dari  Dinas Form SSPD-
terutang, menyiapkan |
gan dan  Aset| ’ oty SSPD-BPHTB, & |
| Daerah . | o menandatangani I i
i 5. PPAT gh BPHTB o "-—w i
- g & | . "
I SIPO-BPIE. [arasey r\:m*i =] |
' ( I lembar 3 wm__‘.’ |
6. WP bersama-sama dengan PPAT kemudian | Temibar 4] 1 ||} rommearar— |
| |menandatangani SSPD-BPHTB. 1 J,‘WW”J_ ) 4 ' W%ﬁi ‘K
| L Tembar
WP dan PPAT
‘ ‘ SSPD-BPHTB J( tangin }O = *[Tl\ SSPD-BPHTE i !
| o = S ’L,“ > j
} . J |
i |
| — J

Digndanakan di Sungai Raya
pada tal J[ﬂ/"g//
'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN PYAUWIK
BERITA DAERAH KAPUPATEN KUBU RAYA
TAHUN....RQ4.......NOMOR.....o.. errrrrre




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)

.

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang
melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran
dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang Ditunjuk

atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan
membantu melakukan perhitungannya.



Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib
Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
berwenang untuk:

- menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;

- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang;

- menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan

- mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai
berikut:

Lembar 1:

Untuk Wajib Pajak.

Lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip.

Lembar 3:

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
Lembar 4:

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
BPHTB.



®= Lembar S:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
= Lembar 6:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada
Fungsi Pembukuan/Pelaporan.
Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT
menandatangani SSPD BPHTB tersebut.
Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB
terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan
kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari
Wajib Pajak.

Langkah 4

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar
5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk/
Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu
permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKA.



CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 5

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

( SSPD-BPHTB )

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Lembar 5

Untuk Bank Yang Ditunjul
Bendahara Penerimaan

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

LogoPesss duiah Deseh PAJAK BUM DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

A 1.NamaWajib Pajak
2. NPWP:

3. Alam at Wajb Pajak:

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahu .
6.Kecamatan:

4. Kelrghan/Desa:

L U

7. Kabupaten/Kota:

5. RTRW:
ELY |

8 .

1. Nomor Objek Pajak (NOP) PEB: |

O

2. Letak tanah dan atau bang unan:

3. Kerahan/Desa: 4. RT/IRW:

5. Kecamatan:
Penghtungan NJOP PBB:

6. Kabupaten/Kota:

NJOP PBB/ m?
PEB ta/un b (adnye

Uraian ( n 3P
w.l | JSpee—

(Diisi

Tanah ( bumi ) 9 Rp

"lRp

Luasx NJOP PBB/m?

ongka 7 xengkg? |

Bangunan

10 Rp

12|Rp

NJOP PBB:

15. Jenis perolehan hak aas tanah dan atau bangunan: D:] 14, Haga transaksi / Nilai pasar. IRP

IR T

angha 8 x

B

16. Nomor Settifkat :

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA

D. PENGHITUNGAN BPHTB( Hanya diisi berdasakan penghiingan Wb Pajak )
1. Nilai Perolshan Objek Pajak (NPOP ) memperhatikan niaf pads B.13., B.14., dan C
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) memperhatikan niai pada C
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP )
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tenutang

ayglai-anga2|3 B
Sixarga3 |4 D

1»
2 >

Rp
Rp

Rp

E. Jumiah Setoran berdasarkan:

[T a Penghitungan Wajb Pajak
| b. STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB

KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Tanggat

I
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka):
[

(bardasarkan pertitungan D4 dan pilhan di E)
*) Coratyang fdak perks

(dengan hunf):

MENGETAHUI:
PPAT/ NOTARS

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

[ [ p———

T
WAJIB PAJAK / PENYETOR

[ ¢ Pengurangan dinitung sendi menjadi: l % berdasar PrBUraN KDH NO: ........oo.cecosoeresssoesses v s s

Telah Diveriikast

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN ASET DAERAH

Nama lengkep dan tanda tangen Nama len gkap, stempel, d an lenda fan gan Namalengkap, sempel, den tanda tangan

Nama lengkep, stempel, dantandatangan

Hanya disi oleh

Nomor Dolumen:

petugas DPPKAD

noppesbe: | | | [ 1] [ ]

[TTT1 [

Lembar 56 - Bank Yang Ditunjuk/ Bendehara Penerimaan




CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 6

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 6
SSPD-BPHTB nBenarer
= ditunjuk/Bendahara
( ) Penerimaan sbg Laporan |
BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DPPKAD
LogoPemudeish Dasmh PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:

PPERHATIAN: Bacalsh petunjuk p engisian pada halaman belakang lembar ni terlsbih dahuk.

B e L0 0L RLE - v M
2. NPWP:
3. Alam at Wajb Pajak:
4. Kelrahan/Desa: 5. RTRW: 6.Kecamatan:
7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos:

B. 1. Nomor Objsk Pajak (NOP) PBB: | - L1 L ]| 1111 O
2. Letak tanah dan atau bang unan:
3. Kerahan/Desa: 4. RT/RW:
5. Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota:
Penghitungan NJOP PBB:

Luas NJOP PBB/ m?
i /m?

Uraten ( haknya dperoleh ) (o ﬁnﬂmm .......... ) Lavs 2 OP RS
de\(hmi) 7 ' m? 9 RD - 1 IRP o agka 7 xangkad |
Bangunan 8 l m2 |10 Rp 12| Rp T

noPPes: R R
15. Jenis periehan hak aas tanah dan atau bangunan: Dj 14. Hamga transaksi / Nilai pasar. |RD I
15. Nomor Sertifkat :
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA l Rp
D. PENGHITUNGAN BPHTB( Hanya diisi berdesarkan penghitingan Wgb Pajak )
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP ) memperhalikan niai pada B.13., B.14., dan C 1 » Rp
2. Nilai Perolehan Objek Fajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) memperhatikan niai pada C 2P Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) aglaf-aga2|3 P Rp
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang Hxaga3 |4 P Rp
E. Jumiah Setoran berdasarkan:
[ a Penghitungan Wajb Pajak
l b. STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) 3
[« Pengurangan diitung sendirl menjadi: | % berdasar Peraturan KDH No: ... ...
[ s
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf):
[Fe
(berdasarkan pertitungan D4 dan pifhan di E)
*) Coret yang fdak perks
ST M SRR ERERS MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Teleh Diverfikast
VAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT/NOTARS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
TaNGGE: .o KEUANGAN ASET DAERAH
Nama lengkap dan tanda tangan Nama len gkap, stempel, d an tanda tangan Namalengkap, sempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dantandatangan
Henya dilei cleh Nomor Dokumen: l l I l I I li I I
petugas DPPKAD
woppesbar: | | | [ | | [ ] EENEEN

Lembar 66 ~ Fungsi Pembukuan & Pelaparan




D. BAGAN ALIR

e

Pmmur Pembayamn BPHTB oleh Penerima Hak Tanah dan/atau Banounan

e SC PR

Uraian

Waijib Pajak
Selaku Penerima Hak

[
l
- .

|
|
l
|

Ipemm&han ha. maka qub Pajak
‘SSPD-BPI"ITBdanPPAT

1
p Wajib Paj* memhayar BPHTB terutang dan
xmeny.erarkm B BPHTB kepada Bank yang
’ i

‘3.Bankyang" uk/ B ara Peneril y

i b ar i SSPD-
}BPHTB nmpsspo-ammmsrsm
/6, dan menyerahkan SSPD-BPHTB lembar 1, 2,
13, dan 4 kepada Wajib Pajok.

|

|

'u Waijib Pa;ak menerima SSPD-BPHTB lembar 1,
2

ls. Wajib Pajak  kemudian  mengajukan
permohonan penelitan SSPD-BPHTB kepada
[Fungsi Pelayanan.

|
|
|
|
|
|

|
|
|
{
|
|
|
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 4 2011
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH - BPHTB (SSPD-BPHTB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses
verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan
setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi
Pelayanan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah. Jika semua
kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan
akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi
Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.



2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan
berwenang dan bertugas untuk:
- meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan Informasi;
- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak
yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
- menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah
diverifikasi.
3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini
menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi
Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk:
- mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah
wewenangnya; dan

- menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan
untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:
- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/
SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
- Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin
Mengemudi/ Paspor);
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);




- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal
transaksi waris.

- Fotckopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan),

- Fotokopi Kartu NPWP;

- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak
kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD
BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD
BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan
kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir
Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan
mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data &

Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi
Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan dari
sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian
mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan
Data & Informasi lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data kepada

Fungsi Pelayanan.



Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak
dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian melakukan
tugas sebagai berikut :

(1) Melakukan penelitian terhadap SSPD BPHTB yang dilampiri dengan Bukti
Penerimaan Negara (BPN).

(2) Meneliti kelengkapan SSPD BPHTB yang harus dilampiri dengan fotokopi SPPT
atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau Struk ATM bukti pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya, fotokopi
identitas Wajib Pajak, dan fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP)
dalam hal Wajib Pajak sudah memiliki NPWP.

Langkah §

Dalam hal ketentuan sebagaimana tersebut dalam langkah 4 diatas telah terpenuhi,

maka ditindaklanjuti dengan : _

a. Mencocokkan NOP yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang
tercantum dalam fotokopi SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya;

b. Mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD
dengan NJOP bangunan per meter persegi pada Basis Data PBB;

c. Mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD
BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada Basis data PBB,;

d. Meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen Nilai
Perolehan Objek Pajak (NPOP), Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP), tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu yang meliputi perolehan



hak karena waris, hibah wasiat atau pemberian hak pengelolaan, besarnya BPHTB
terhutang dan BPHTB yang harus dibayar;

e. Meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya
pengurangan yang dihitung sendiri.

Langkah 6

Apabila diperlukan, Penelitian sebagaimana dimaksud pada Langkah 5 dapat
dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan. Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB
tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB.

Langkah 7

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan
dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD
BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4)
sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2,
dan 3) kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan.



I CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 4 I

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 4

( SSPD-BPHTB ) DPPKAD

Logo Pemerirtah Daswsh

dalam proses penditian
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUM DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:
PERHATIAN: Bacaleh petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terisbih dahulu.

A1.NanaWajiqu‘dc||| lll II[I ||I| Il
2.NPWP:

3. Alam at Wajb Pajak:
4. Keurahan/Desa: 5. RTRW: 6.Kecam atan:
7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos:
B. 1. Nomor Objsk Pajak (NOP) PEB: | 13 LL 1} 1 [ 111 O
2. Letak tanah dan atau b
3. Kelrahan/Desa: 4. RT/RW:
5. Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota:
Penghitungan NJOP PBB:
Luas NJOP PBB/ m?
Urai b
raian ( ghdanseub s (il bk 39 FEB whn (adnye Luasx NJOP PBB/m?
T ; o [— —
anah ( bumi ) l mz| 9 Rp "lRP )
Bangunan 8 | mz2 (10 Rp 12| Rp IR
NJOP PBB: 13 Rp P
JA A ——- T T E LT T R[]
15. Jenis perlehan hak & & tanah dan atau bangunan: ED 14. Harga transaksi / Nilai pasar. |Rp I
16. Nomor Setifikat :
C. AKUMULASI NILAl PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA | Rp
D. PENGHITUNGAN BPHTB( Hanya diisi berdasakan penghiuingan Wb Pajak )
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NFOP ) memperhalikan niai pada B.13., B.14., dan C 1P Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) memperhatikan niai pada C 2> Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) ayglai-anga2|3 B Rp
4. Bea Pemiehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang Sxaga3 |4 B Rp
E. Jumlah Setoran berdasarkan:
[T a Penghitungan Wajb Pajak
I b. STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanggat
R
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan humi):
[
(berdasarkan pertifungan D4 dan pifhandi E)
*) Coretyang fdak perks
T |+ I MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Telh Dwerifikast
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT/NOTARS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
L — s KEUANGAN ASET DAERAH
Name lengiap den tanda tangan Nama len gkap, stempel, dan tanda engan Nemalengkap, dempel, dan tandas tangan Nama lengkap, stempel, dantandatangen

petugas DPPKAD

Hanya disl deh Nomor Dolumen: l I | | I I [ | ll
L

NOP PBB baru: r-[—l m [ L

[1]1 0

Lembar 45 — Fungsi Pelayanan



CONTOH DOKUMEN FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota ...........

Yang bertanda tangan di bawahini :
Nama Waijib Pajak :

NPWP ) L) ) L Ly LR

Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan
sebagai berikut :

NOP flllllllllllllfl]llllllD

Alamat

Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota

Terdampir dokumen sebagai berikut :
(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti
Penerimaan Daerah (BPD)*)
(2) Fotokopi SPPT atau STTS/ Struk ATM bukti pembayaran PBB/ Bukti Pembayaran PBB
lainnyaTahun .............. %)
(3) Fotokopi identitas Wajib Pajak berupa
(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)
(5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak **)
(6) Fotokopi Kartu NPWP
7

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.

Keterangan: , 20
* coret yang tidak periu Wajib pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
ve) dalam hal dikuasakan

PENEUTIAN

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan
bahwa:

- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap

Fungsi Pelayanan




CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal 1

FORM PENGAJUAN DATA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan
permintaan data terkait perolehan hak bumidan/atau bangunan atas :

Nama Wajib Pajak g
NPWP £ 1] L by L v e it 1 il

Serta data objek pajak atas
NomorObjekPajakvoP) [T | [T ] (I T ] LI 1T JCLIT]CLITT1T] ]

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

, 20
Fungsi pelayanan




CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal 2

DATA OBJEK PAJAK

Dengan Hormat,
Dibawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu:

1. Nama Wajib Pajak

2. NPWP [0 OO OO 1114 43

3. Perolehan Hak Selama Tahun Berjalan :

a
b.
Coo
d.
e.
aNomorobjekPajakvop) [ [ | [T ] I 1] I T1 I T]CILIT] 0O
5. Letak tanah/bangunan:
6. Kelurahan/Desa: 7. RT/RW:
8. Kecamatan: 9. Kabupaten/Kota:
Penghitungan NJOP PBB:
Luas NJOP PBB / m?
Uraian (Diisi luas tanah dan ataubangunan (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB / m?
yang haknya terjadinya
diperoleh) _perolehan hak / tahun........)
Tanah (bumi) 7 m3 9 11|Rp
Bangunan 8 m?3 10 12(Rp
NJOP PBB 13|Rp

Semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHTB. Terima Kasih

,20
Fungsi Pengelolaan Data
& Informasi




D. BAGAN ALIR

Waiib Pajak ] :
Uraian . Pesitig Hak Fungsi Pelayanan Fungsi Pengolahan Data & informasi
’*MA‘.,...." v
1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen dokumen-dokumen
terkait penelitian SSPD-BPHTB. Wajib Pajak kemudian| Shrl penlbten
juk Formulir P h litian SSPD-BPHTB S

yang dilampiri derﬁn SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4,

a i P N I
dan p e ke Fungsi F L ==
| "'pa?aw T |\—/’ )

| oo  S— { Lamoiean

| | [tar 3y g [ ]

| l ] l SSPD-BPHTE i ~=T
2. Berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD-| | | sseoopums ' ey |
BPHTB yang diterima, Fungsi Pelayanan mengajukan datal ~§  — b |
terkait objek pajak kepada Fungsi lahan Data &‘ = :
Iinformasi menggunakan Form P ji Data. | ‘

|

3. Fungsi Peng Data & Inft diakan data O )| =
terkait objek pajak dengan membuka database objek pajak. Ditabaes LYK (
4. Fungsl Pengolahan Data & Informasi mengisi data objek o
pajak pada Form Pengajuan Daza Fungsi Pengolahan Data R
& Informasi k di yerahkan Form P juan Data | [ 1
kepada Fungsi Pelayanan. 1 | srossm

5. Fungsi Pelayanan meneliti SSPD-BPHTB dan lampiran-
|lampiran pendukung berdasarkan data objek pajak yang
diterima dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

[
6. Fungsi Pel SSPD-BPHTB dan|

\menverahkannya kepada Wajib Pajak. [ i (s — s 37~ j Form ':1"""— —
FmimL' S ,,%ﬁ'] H b ‘ ‘ (-r.,s;;, :
| SSPD-BPHTR P

i‘
| 170=
|
|

RURAY
=N KUBU RAYA

BERITA UH_ A KA
TAHUN...729%.......



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR :  TAHUN 2011

TANGGAL  : 2011

TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang
ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang
dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah
diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening

penerimaan kas daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui

mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank yang ditunjuk

berwenang dan bertugas untuk:

- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;

- menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan
atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah;
dan

- menyiapkan Register SSPD BPHTB.

2. Bendahara Penerimaan
Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
daerah. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas
untuk:



menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetoran tunai;

menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening
penerimaan kas daerah,;

menerima Register SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening
penerimaan kas daerah,;

menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari Wajib
Pajak yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;

mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran;
menyiapkan Register STS; dan

mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/ Wajib
Pajak.

. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan

bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.

. Fungsi Pembukuan & Pelaporan

Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi PAD

berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk/

Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini

Fungsi Pembukuan & Pelaporan berwenang dan bertugas untuk:

menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;

menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;

menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;

menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan,;
menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dari PPAT; dan

menyiapkan Laporan Realisasi PAD.



C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB
lembar 5 dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB
dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas
daerah.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan
Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan

atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara
Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan &
Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam
Register STS.

Langkah S

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 6
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri

dengan SSPD BPHTB lembar 6.



C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB

lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak

secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

Langkah 2
Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan mencatat

penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan
juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB. Bendahara
Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3
Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB yang

dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta
Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri

dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register
STS.

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB
lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2
PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3
PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.



Langkah 4
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan.

C.4. Pelaporan Realisasi PAD

Langkah 1
Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan

menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku
Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun

Laporan Realisasi PAD.



CONTOH LAPORAN PENERBITAN AKTA

Nama PPAT

LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

111 W— | ]| S

Kepada Yth.

Alamat Kepala Dinas
NPWP Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Daerah Kerja KaDUPREEN/ KOs
AKTA NAMA, ALAMAT, DAN NPWP wastw) | HARGA SPPT PBB Ssp SSPD BPHTB
BENTUK TRANSAKS!
N PIHAK YANG JENIS DANNOMOR| - LETAK TANAH DAN
PERBUATAN PHAK YANG PEROLEHAN/PEN | - NOP KETERANGAN
HAK
URUT [NOMOR | TANGGAL HUKUM MENGALIHKAN/M h— BANGUNAN TANAH GALHANHAK | TAHUN NIOP (RP)[ TANGGAL| (RP) |TANGGAL| (RP)
EMBERIKAN
(RP)
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 1 "] 13 U 15 16 1 18
s A1
Nama PPAT




PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Diluar Tabel
Nama PPAT Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh:
Octavianus, SH atau Birgitta, SH.

Alamat Alamat PPAT yang bersangkutan.

NPWP NPWP PPAT yang bersangkutan.

Daerah Kerja Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh: Kabupaten Kubu Raya.

Kabupaten/Kota :  Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten Kubu Raya.

Bulan Bulan bersangkutan

Tahun Tahun bersangkutan

Didalam Tabel

Kolom 1 Nomor urut pengisian tabel.

Kolom 2 Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.

Kolom 3 Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh: tanggal
pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 —10—2011.

Kolom 4 Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.

Kolom 5 Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh: John
beralamat di J1. Industri Raya No. 9 dengan NPWP 49.171.680.9-045.000 ditulis;
John (baris 1), JI. Industri Raya No. 9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000
(baris selanjutnya).

Kolom 6 Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5).

Kolom 7 Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan kelurahan/desa sesuai yang

tercantum di sertifikat.

- Hak Milik =M
- Hak Guna Usaha =U
- Hak Pakai =P

Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak di Kelurahan Kemayoran Utara

Ditulis:

- M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya)
- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan sebagian)

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir dari petuk pajak yang bersangkutan
berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.

Contoh

Contoh

Kolom 8

Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa pajak tahun 1960 — 1964
Ditulis : V.I No 47/465 tahun 1960 — 1964

Petuk Pajak C. No 395 Blok II.D persil 30

Ditulis : C. No. 395 Blok II.D ps.30

Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut
kelurahan/desa yang bersangkutan.



Kolom 8

Kolom 9 dan 10 :

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

Kolom 14 dan 15

Kolom 16 dan 17

Kolom 18

Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut
kelurahan/desa yang bersangkutan.

Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh : Jual bell tanah seluas 200 m den§an bangunan lantai dasar seluas
50 m” dan lantai satu seluas 25 m”.

Ditulis : Kolom 9 =200, kolom 10 = 75.

Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000

Ditulis : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum
pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak
tanggungan tetap dilaporkan.

Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 — 0124.0/11-01

Ditulis : 021.002.040 — 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah sehubungan
dengan terbatasnya lebar kolom)

Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi
NJOPTKEP pada tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP)
sebagai dasar pengenaan PBB) adalar Rp. 250.000.000

Ditulis :250.000.000

Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan
yang ada diatasnya Tanah seluas 100m’ dan bangunan 25 m®
adalah sebagian tanah atau seluas 50 m’ dan keseluruhan
bangunan seluas 25 m’. leetahul NJOP (SPPT) tanah adalah Rp.
200.000.000 (untuk 100 m?) dan bangunan adalah Rp. 50.000.000

(untuk 25 m ),

- NJOP tanah seluas 50 m* : Rp. 100.000.000

- NJOP bangunan seluas 25 m’ : Rp. 50.000.000
- Total NJOP : Rp. 150.000.000

Ditulis : 150.000.000

Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya
pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau
bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya
pembayaran BPHTB.

Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan
dengan keterangan.

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan.

Contoh :

- Seluruh tanah dan bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan



Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala Kantor Bidang
Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian.

Contoh: - d.i301/4097/11 atau
- tanggal 10 —7-2011
Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat
Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak
Ditulis : ayah - anak



CONTOH DOKUMEN REGISTER SSPD BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
REGISTER SSPD BPHTB
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN .........

Bendahara Penerimaan :

No. No. STS Tanggal | Kode Rekening_ Uraian Jumlah Penyetor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Mengetahui/Menyetujui Sungai Raya, tanggal ........ccccccerervnenne.
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
Nama
NIP. woorerernenee PREFPI—— NP, oeseempipeamip dmsriioaotaassastenasss




CONTOH FORMAT BUKU PENERIMAAN

DAN PENYETORAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD :
Period :
Penerimaan Penyetoran
H Kode Keterangan
Nomor | Tanggal No.Bukti Cara Pembayarar] Rekening Uraian Jumiah Tanggal No. STS Jumliah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kas di Bendahara

- Saldo Awal

- Jumlah Penerimaan
- Jumlah yang Disetorkan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Terdiri

a. Tunai Sebesar
b. Bank Sebesar
c. Lainnya

censsssstesnerrarsersasnene
Cesseneneinenrenseeresieiie

sessssserisnseneirinensnnes

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna

Nama ....ccuneee
NIP.

Sungai Raya, tanggal ........cc.emveeenns
Bendahara

Nama ....ccovmvieecnens
NIP.




Bendahara Penerimaan :

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
REGISTER STS

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN ANGGARAN .........

CONTOH DOKUMEN REGISTER STS

No. No. STS Tanggal | Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Mengetahui/Menyetujui Sungai Raya, tanggal ........cceeeerevrcnnene
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
Nama ......... T Nama. ........... e
NIP. ....... SO — NIP. coveririaens T
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR :  TAHUN 2011

TANGGAL  : 2011

TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses
yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang
disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar,
salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/
Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran
Pajak Daerah (SSPD) BPHTB semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar semenjak diterbitkan oleh Fungsi
Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB
terutang.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan
mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar
SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan
Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang
berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan
Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika
pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.



2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- memeriksa SSPD BPHTB
- menerbitkan STPD BPHTB
- menerbitkan SKPD Kurang BayarBPHTB
- menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
C.1. Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan
mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2
Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang

dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3
Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung,

dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi

Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4
Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang

tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB
dicetak rangkap 2.

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.



Langkah 7 |
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB

yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8
Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai

dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/
Kurang Bayar Tambahan BPHTB

Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan

mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2
Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah dibayar oleh Wajib

Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam
SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi
Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3
Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar semenjak diterbitkan.

Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD
Kurang Bayar tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian
menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Langkah 4
Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang

Bayar (rangkap 2) atau SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah §
Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) atau SKPD Kurang

Bayar Tambahan (lembar 2).



Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) atau SKPD Kurang

Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB

Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap

SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 9
Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan

membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1
Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang

Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:
- Daftar STPD BPHTB
- Daftar SKPD Kurang Bayar
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat

ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2
Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang
masih terutang. Pendekatan persuasif, meliputi:

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon

- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan



Langkah 3
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran

pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan
terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB

yang masih terutang.

Langkah 4
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran

pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi
Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah S
Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Wayjib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang

dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah juga
dihimbau untuk menetapkan peraturan kepala daerah mengenai prosedur penerbitan:
- Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;
- Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;
- Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan
BPHTB oleh Wajib Pajak;
- Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB
oleh Wajib Pajak;
- Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB oleh
Wajib Pajak;



STPD BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Nomor: Tahun:
Tanggal Penerbitan:
; , . ¢
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar: ( )
Letak Objek Pajak Nama & Alamat Wajib Pajak
Kabupaten/Kota:
Kecamatan:
Desa/Kelurahan:
Alamat:
NOP: NPWP:
Perincian Pajak yang Terutang
1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/ SKPDB Kurang Bayar/ SKPDB Kurang Bayar Tambahan*) Rp
Tahun .........
2. Telah dibayar tanggal Rp.
3. Pengurangan Rp.
4 Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3) Rp
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4) Rp
6. Denda administrasi 2% X 24 bulan xRp. (angka 5) Rp
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang  angka 1 Rp
8. Pajak yang masih harus dibayar (5+6 +7) Rp
Tanggal Jatuh Tempo: Tempat Pembayaran:
PERHATIAN Kabupaten Kubu Raya, ... 2010

1 Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan
(STP BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan
sejak tanggal diterima.

2 Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak
belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan
dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan
lelang.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah




PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

Daftar SSPD BPHTB
Yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda
NAMA DAN ALAMAT WP, NOMOR & TANGGAL PAJAK YANG SANKSI PAJAK YANG MASIH
NO LETAK TANAH DAN/ATAU PENERBITAN SSPD BPHTB KURANG DIBAYAR ADMINISTRATIF HARUS DIBAYAR (Rp) KETERANGAN
BANGUNAN, NOP PBB (Rp) (Rp) 4+5
1 2 3 4 3 6 7




PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar

Daftar SSPD BPHTB
Yang kurang dibayar
NAMA DAN ALAMAT WP, NOMOR & TANGGAL PAJAK YANG SANKSI PAJAK YANG MASIH
NO LETAK TANAH DAN/ATAU PENERBITAN SSPD BPHTB KURANG DIBAYAR ADMINISTRATIF HARUS DIBAYAR (Rp) KETERANGAN
BANGUNAN, NOP PBB (Rp) (Rp) 4+5
1 2 3 4 5 6 7




Daftar Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DAFTAR SURAT TEGURAN

TAHUN

NAMA DAN ALAMAT WP,

PAJAK YANG

PAJAK YANG

TANGGAL DENDA/SANKSI | MASIH HARUS
No. LETAK OP, YANG DITERBITKAN MM..”.MA JNV.“N__M_ NORINOD ﬂmﬂﬂﬂww\rr SURAT JATUH Wﬂ.ﬂﬂ“ﬂﬂ ADMINISTRASI DIBAYAR KETERANGAN
SURAT TEGURAN TEMPO (Rp) (Rp)
(Rp)
7+8
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10

Fungsi Pelayanan

NIP




Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kepada Yth,
Nama
NOP
Alamat
SURAT TEGURAN
Nomor

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:

NOP, NO & TANGGAL STPD
BPHTB/ SKPDB KURANG Tanggal Jumiah
Jenis Pajak h
e Fele b BAYAR/ SKPDB KURANG BAYAR ‘::;’; :e:::: Lt;r_r::?:a;]
TAMBAHAN (*) y jak (Rp
- :
(*) Coret yang tidak perlu —

(dengan huruf

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah
Nomor ... Tahun .... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar
melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami.

PERHATIAN ,
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA Keuangan dan Aset Daerah
PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

TEGURAN INI.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN
PENERBITAN SURAT PAKSA.

NIP




D. BAGAN ALIR

Bagan Alir 1: Penetapan STPD BPHTB

Uraian Wajib Pajak Fungsi Penagihan

Prosedur
1. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, P";:""‘"
maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah v |
dibayarkan oleh Waljib Pajak. ]
2. Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang SSPD BPHTB
vang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan
kena bunga/denda.
3. Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah
tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi
Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.
Fungsl Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.
4. Fungsl Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan
daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis,
salah hitung, dan kena bunga/denda. Surat Tagihan BPHTB
dicetak rangkap 2.
S. Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

CoTbaEE Lembar 2

STPD DPHTB D BPHTB
6. Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1)
kepada Wajib Pajak.

M.n.mmun Surat
Tagihan BPHTB kepada

Wajib Pajak
7. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas
setiap Surat Tagihan yang telah dikirimkan kepada Wajib
Pajak. Tembar 1

8. Wajib Pajak mamhayarkan BPHTB terutang menurut STPD
BPHTB sesuai d pr yaran BPHTB.

STPD BPHTB

=

Proses
Pembayaran dan
lainnya mengikuti
prosedur
sebelumnya

Memperbaharui d-lur]
STPD BPHTB




T

Bagan Alir 2: P pan SKPD Ki g Bayar/ SKPD K

g Bayar T

Uraian

Wajib Pajak

Fungsi Penagihan

1. BPHTB sebei. maka
[Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah
idibayarkan oleh Wajib Pajak.

2. Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah
jberjangko waktu 5 (Iima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak.
IFungs! Penaglhan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum
|dalam SSPD BPHTB tersebut.

[Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan
lkemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

3. Fungsl Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang
telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi
{Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam
ISKPD Kurang Bayar tersebut.

[Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan
k di k Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih

kurang dibayar.

la. Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan
imenerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang
Bayar Tambahan (rangkap 2).

5. Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan
[SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).

6. Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1)
'dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

7. Fungsl Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar atas
setiap SKPD Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib
Pajak.

{8. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar
[Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah
idikirimkan kepada Wajib Pajak.

/9. Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar
T dan kan BPHTB terutang sesual dengan
prosedur pembayaran BPHTE.

SKPD Kurang
Bayar

SKPO Kurang Bayar
Tambahan

Pembayaran dan
lainnya mengikuti

sebelumnya

Pembayaran
BPHTB

Daftar SKPD
Kurang Bayar

Daftar SKPD
Kurang Bayar
Tambahan




|
i Bagan Alir 3: Penetapan Surat Teguran i

1 i 1 !
| ! |
[ Uraian . Wajib Pajak | Fungsi Penagihan |
| | [ |
| N L L -
T rrossda Paetanay T 1
‘ ‘1 Berdasarkan prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB/ l ! [ : Pm ;;::;7;:" 1 I
‘ !SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsl‘ I = 7 ’ | Kurang Bayar/ SKPD ! | o . i
i Penagihan menyimpan: i [ Daftar STPD | I Kurang Bayar | | Setama 7 (tujuh) |
- Daftar STPD BPHTB | | BPHTB %‘1 L1 Tambahan | 1] | hari sejak saat jatuh l
| - Daftar SKPD Kurang Bayar | | \ [ | tempo | |
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan | IR | pembayaran, | |
| |pengan menggunakan daftar-daftar  tersebut, Fungs! | I fasialoakien pandikietsn] | ";’L:“: - I
| P h surat P BPHTB yang akan l i persuasit @ , fenghubungi \
| Imendekati jatuh tempo. | kepada wajib pajak \ ::‘:;‘M melall l
‘ 1 - . . ' / 1 | { - Mengirimkan ‘ \
| ;2. Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan | | |/ DaftarskeD || | { | surat
| |menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada‘ | { Kurang Bayar |— v Disetujui | Pemberitahuan dan ! '
f ’w:ﬁb Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. | Tambahan | / | | Himbauan | ]
______ —_— \ - /
|| ‘ 1 4
| | Pe: ndaal | 1}
| [3. setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan | e il |
“ penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh | secara mengangsur |
' }Wajlb Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus ; 2 l
| imelakukan pendekatan persuasif kepada Waijib Pajak agar | |
| ‘melunasl BPHTB yang masih terutang. | [ ‘
| | |
‘ ! | Tidak disetujui i
|
‘ \4. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan ] v |
| |penundaan atau pembay pajak secara mengangsur oleh l ‘ Menerbitkan Surat | [
\Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan | Teguran [
|menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2). ‘ e .‘
| { | |
| ]| e, '
‘ ls. Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2). L?W“' I § .t [rwier2 ' ‘
| Surat Teguran | e
| ! } ‘ el | | J Surat Teguran }‘ ﬂ Surat Teguran } ‘
! |6. Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) S | o D
lkepada Wajib Pajak. \ J T - |
| Memperbaharui |
:7> Wafib Pajak menerima Surat Teguran. [ v B {
l | [' 7);';! Su:a; [‘ Arsip :
Ia. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas ‘ | Tewawn \—/ [
‘ |setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak. ‘ B > \
| i

L ‘

1 L
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi

Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan
BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan
memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan
dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Bupati yang berisi

tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi sebagai pihak yang
memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB

terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan
BPHTB

menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB

mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data &
Informasi

menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan

menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat
Keputusan Pengurangan BPHTB yang dituangkan dalam Surat Keputusan
Kepala DPPKAD



3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan

- menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri
dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan

BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2
Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi

Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB
kepada Wajib Pajak.

Langkah 3
Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen

tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak

dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4
Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data

& Informasi.

Langkah S
Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi

Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari
Database Objek Pajak.

Langkah 6
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data

terkait objek pajak.



Langkah 7
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah

terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 8
Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB

berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga
dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau

kriteria dalam Peraturan Bupati.

Langkah 9
Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat Keputusan Pengurangan
BPHTB dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala DPPKAD.

Langkah 10
Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11
Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB

(bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui)
kepada Wajib Pajak.

Langkah 12
Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai

dengan prosedur pembayaran BPHTB.



Surat Keputusan Penolakan/Pengurangan BPHTB Hal 1

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH
NOMOR: ............

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN

YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TIDUNG

: Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas

........ tanggal....coevvereiereerreeeeceerenes

: a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan
Bangunan yang teruta ng sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :

Nomor
Tanggal
b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ;
: 1. Peraturan Kepala Daerah Nomor .... Tahu n .... tentang Bea Perole han Hak atas Tanah
dan Bangunan.
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ..... Tahun .... Tentang Pemberian Pengurangan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TIDUNG TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG
TERUTANG.

: Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan pe ngurangan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) y ang terutang kepada Waijib
Pajak:

Nama Wajib Pajak S stapaasnssonevansts enusse aran e Y S S A A S S YOS SV S TSRS
Alamat Wajib Pajak 8 0840 58 a5 SRS RS SRR AT SRR SRR SR LSS RSN SRS AR




Surat Keputusan Pengurangan BPHTB Hal 2

Letak Objek Pajak B eeusecisasinssesprssssathasusasersiuasas TensasssssSedhey SSTETTaE oeTRersTe s iTheniv e Rins FoTin TR SRR
Tahun BPHTB S TS SO
Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan:

Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ D okumen lainnya **):
- Nomor Gy OO R S, 102

- Tanggal ST R NS R S SRS SRS SO A SN AU OH SO SA SO eSS IS RIS SN oA SRS
NOP ) avesonsonsenesnsesashmusiTents oo iETTTs SR bIE SRR T TR S S A SRR SRS TSRS SR ST SRR S
Letak Objek S Seasessnssnsuatbasite susiunansasasppans shansnensasssen Soptes botmrenes sesiSROT RIS ST SRS SRS
Desa/Kel. B onson sssusnstuasaeusoioseuesusaboasuypuseu sras AR  oprsInSSOIYIORH SIETRIES ae ST o T TS SUNTERRRS SOSSH
Kecamatan O R RS ST AR A TSRS AR SRR SRR SRRSO N (ORI NSRS RPR eSS RSN RS S
Kab./Kota S susssunsnsasasssonsessepasssaasTarsasE ST I S sSSR e Sensen assneTOSE BerTRRS BTSSR TR AV RSN S
KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dim aksud pada diktum PERTAMA, maka
Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:
a. BPHTB Terutang RPciicsenessensassessensonses
b. Besarnya Pengurangan (........ccuismneosensie ) RPissssmssinsasani
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar 11 O,
(SBDESAN:: icicisisisussismavessnssssis savsissnswosssins soe sosaoivas i SssTAE ISR SO IS NoGH i sesissisaosasnssasta)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirua n dalam keputusan ini maka akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak:
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Kabupaten Tidung.
Ditetapkan di
Pada tanggal
Kepala DPPKAD Kabupaten Kubu Raya
NIPLsammaammsvns
*) Coret yang tidak perlu

2 Diisi sesuai keperluan




D. BAGAN ALIR

Uraian

1. Wajib Pojak mengirimken Surat Pengajuan Pengurangan
BPHTE yang dilampiri d
|pengurangan den Sainan Surat Ketetapan BPHTB kepade
Fungsi Pelayanan.

|
|
|2. Fungsi Penaghan menerima dokumen pengajuan

Wajib Pajak

Fungsi Pelayanan

lahan Data & Inf

Fungsi

==

| ctetepan 0o

Tagihen/ Kurang Seyar/
Kurang Seysr Tambahan

._*

]
|
1
|

i objek pajak dengan menylapkan Form Pengajuan Data.

i
4. Fungsl Pelayanan mengiimkan Form Pengajuan Data |
kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi. |

5. wmmnwmm|
Pengajuan Fungsi Pengolahan Data & Informasi |
\mmmmwmmmm,
Objek Pajak. |

6. Fungsl Pengolahan Data & Informasi mengisikan fv:mnJ
Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak. l

|pengurangan BPHTB. Fungsi Penagihan
Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib | _
Pajak. i
3. Fungsi % dol |
tersebut,  Fungsi
data terkait

—— i}

l [PR—— \ Mlvoﬂhn e
Yerima Pengajisa l

|| reriait objek pajak
‘ SN Ny e —

|
i
\
|
|
|
|

7. Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form u.uu.na..‘
|Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan. ’.w"‘
1_1"0""0",_,7
8. Fungsi 1 = T
‘mwwnlﬂmumhuaﬁnlmmwah X - .
g fae \
o . \Arsia /
9. Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acaca Pemeriksaan | "'”W"":N‘ | s
dan: N Oumetut V
- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTE (untuk yang i l
ditolak) atau,
- Surst Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujul). ‘ -—.—:—.. | | [
[aeway t ‘ Stom | o s ams | ‘
[ —— | Megutmen Fecgurangen | | senns 1
10. Fungsi Pelay Acara l
Gertle Acaza |
[ Pererisaon \
11. Fungsi Pelmy Pengajuan [ st porestoan | [ E— |
|Pengurangan BPHTS (bagi yang Mmu Surat . o e AN | [
| Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak. | = g ] J
12. Wajib Pojak menerima surat ketetapan BPHTB dan WT'———M, e lsm ‘t }
melakukan pembayaran sesuai dangan prosedur pembayaran Pambayaran | @ — I [—« [
| sowrs J !
|
|
|

=]

(" vatatase |
| Objek Pajak |
‘_*_Lf;*
Penyiapan
! Terkait Obyek m-k ’

|

Diundangkan di Sungal Raya
(j ‘/M//

RUSEINSYAUWIK

RIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAY;

BERITA DAERAH KAZUPATEN KUBU RAYA

TAHUN...2224.........NOMOR

ATI

HENDBAWAN




